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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Pcnyelenggara Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsl, 

Kolusi den Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851 l, 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ccntang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahon Lembaron Negara Republik lndonc:sio 

Nomor 4286); 

5 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 LCntang 

Perbendoharaan Negara (Lemba:ran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-UndangNomor 15Tahun 2004 tent.ang Pemeriksaan 

Pcngelolruin dan Tanggung Jawab Kcunngan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400), 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sislem 

Perencano.an Pembangunan Nasional (Lembarnn Negara 

Rc:publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 442 I); 

8 Undang-Un dong Nomor 33 Tahun 2004 ten&.ang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemcrinlah Pusal dan Pcmerintahan 

Daernh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Trunbahan Lembaran Ncgarn Rcpublik Indonesia 

Nomor 4438L 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tencang Pajak 

Dacrah dan Retrlbusi DneraJ, (Lembarnn Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndoncs1a Nomor 5049); 
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimuna telah diubah dcngan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pcrubahan at.as Undang

Undang Nomor 12 Tahun 20 I L 1entang Pembcntukan 

Peraluran Perundang-undaogan (Lcmbaran Negarn Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan L.embaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

11 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang 

Pemcrintahao Daernh (Lcmbaran Negara Republlk Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambohon Lembaro.n Negara 

Republlk Indonesia Nomor 5587) sebagrumana telah diubah 

bebcmpu kali Lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 ten1B.ng Perubahao Kedua al.8.S Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan 0aerah 

(Lcmbaran Negara Rcpubllk Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daernh dan Wakil Kepnla 

Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 2 10, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028) , 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenwng 

Pengelolaan Keuangan Badon Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik lndones1a Tahun 2005 Nomor 48, 

Tumbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana Lelah diubah dengan Pcrarumn 

Pcme:rint:ah Nomor 74 Tahun 2012 Leoumg Pcrubahan atas 

Peraturan Pcmcnntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Umum 0aerah 

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 
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14. Peraruran PemerinlB.h Nomor 55 Tahun 2005 Lcnt.rulg Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575), 

15. Peraturan Pemerintnh Nomor 56 Tahun 2005 tenuing Sistem 

lnfonnasi Keuangan Daerah ILcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana Lelah 

diubah dengan Pera tu ran Pemerint.ah Nomor 65 Tahun 20 I 0 

tt:ntang Perubahan at.as Peraturan Pcmcnnlah Nomor 56 

Tahun 2005 Lenlarlg Sistem rnformosi Keuangan Oaerah 

(Lcmbaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Ta:mbahan Lcmbara.n Negara Republiklndonesia 

Nomor 5155); 

16. Peralurnn Pemennloh Nomor 8 Tahun 2006 Lcntang 

Pelnpomn Keuangan clan Kinel)a lnstansi Pemenntnh 

(Lembaran Negara Republik lodonesui Tahun 2006 

Nomor 25, Trunbahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2ooq ten tang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politlk (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republlk fndonesia Nomor 4972) ,;cbagaimana u:lah 

diubah bcberapa kali terakhirdcngan Pcroturon Pemcrint.ah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua ntas 

Peraruran Pemcrintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Banumn 

Keuangan Kepuda Parta1 Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor l, Tambahon Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 6177), 

18. Peraturan Pemerintah Nomor o9 Tahun 20 I O ten tang Ta.ta 

Cara Pemberian clan Pemanfanoon lnsenlif Pemungutnn 

Pajak Dacrah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara 

Rcpublik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 ), 
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19. Pcraturan Pcmerinlah Nomor 71 Tabun 2010 tentang 

Standar Akuntans:i Pemcnnwhan (Lemboron Negara 

Rcpublik lndoncs10 Tahun 20.10 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndoncsia Nomor 5165); 

20. Peroruraa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten Lang Hibah 

Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, TambaJ,an Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272), 

21. Pcroruran Pemcnnw.h Nomor 12 Tahun 2017 tcnta.ag 

Pembinaan dan Pengawasan Penyclcnggaraan Pcmenntahan 

Duemh (Lcmbaran Negara Republik lndonesin Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041 ), 

22. Pcraturan Pcmelintah Nomor 18 Tahun 2017 tcntang Hak 

Keuangnn dan Admini11u-aLif Pimpinan don Anggot.a Dewan 

Perwakilnn Rakyat Daernh (Lcmbaron Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lcmbarnn 

Negara Rcpublik lndoncsu, Nomor 6057); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stnndar 

PelayBnan Minimal (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 20 I 8 Nomor 2 , Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

24. Peraruran Pemenntah Nomor 56 Tnhun 2018 tenr.ang 

Pinjaman Daerah (Lcmboran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248. Tambaban Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 62791; 

25 Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republlk 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahnn Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

26. Peraruran Prcs1den Nomor 108 Tahun 2007 tentang 

TunJangan Tenaga Kependidikan; 

27 Pennuran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Pcraturan 

Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 I 1 tentang 

Pembentukan Pcraturan Perundang-undangnn; 
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28. Peraturan Pres1den Nomor 16 Tahun 2018 tcntang 

Pengadaan Bnrang/Jasa Pemerintah; 

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Peruba.han Postur dan RinClan Anggnran Pendapar.an dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah 

diubah dengan Pcraluran Prcsiden Nomor 72 Tahun 2020 

renraog Perubnhan mas Peraruran Presiden Nomor 54 Tahun 

2020 tentang Perubahan PosLur dan Rincian Anggaran 

Pcndapatan don BelanJa Negara Tahun Angguron 2020; 

30. Peraturan Menreri Oalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 

tcmtang Pedoman Pcngclolaan Keuangan Daera.h 

scbagaiman.a telah diubah bcberapa kall t.crokhlr dcngan 

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 2 L Tnhun 2011 

tcntang Perubahan Kcdua alas Pcraruran Mentcri Dalam 

Negcn Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

31. Pcratumn Menteri DaJa.m Ncgeri Nomor 32 Tahun 20 I l 

ten Lang Pedoman Pemberinn Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanJo Dnerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Pernturan Menteri Dalam Ncgen Nomor 99 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kcl.ima ates Peraturan Menteri Do.lam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

H1bah don Bantuan SosiaJ yang bersumber dari Anggnmn 

Pendapatan dan Belanja Oaerah; 

32. Peratumn Mentcri Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 2015 

Lcntang Pembcntukan Produk llukum Daerah scbagrumo.na 

telah dlubah dcngan Peraturan MenLeri Oalarn Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 lentang Perubahan atns Pcrarura.n Mc:ntcn 

DaJam Ncgen Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pcmbcntukan 

Prociuk Hukum Daerah; 

33. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 20 17 

tentang Pcngclompokan Kemampum1 Keuongan Daerah serto 

Pelaksanaan den Penanggungjawaban Dana Operasional , 

34. Peraturnn Mcnteri Keuangan Nomor : 7 /PMK.07 /2020 

tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 

Hasil Cukal Hasil Tcmbakau; 
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35. Peralumn Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tabun 2018 

tentang Tat.a Cara Penghitungan, Pcnganggaran daJain 

Anggaran Pendapatan dan BelanJa Oaerah dan Tertib 

Adnunisu-asi Pcngajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Kcuangan Partai 

Politik; 

36. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 130 Tnhun 2018 

tcntang Kegiaran Pembangunan Sarans den Prasarana 

Kclurahan dan Pemberdnyuan Masyara.kat di Kclurahan; 

37. Perat.uran Mcntcri Kcuangan Nomor . 77 / PMK.07 /2019 

tcnLang Penyaluran Kurnng Bayar Dana Bng1 Hnsil pada 

Tahun Anggaran 2019, 

38. Peracuran Mcntcrl Dalam Ncgcri Nomor 33 Tuhun 2019 

lcntang Pcdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Bc:lanja Daera.h Tahun Anggaran 2020; 

39. Pcnuumn Menten Keuangan Nomor 180/ PMK.07/2019 

tcnt.ang Perubahan Rmcian Dune Bag, Hastl dan PenyuJumn 

Dane Bagi Basil Triwulru, JV Tahun Anggaran 20 t 9, 

40. Pcrnluran Menteri Keuangn.n Nomor 8 / PMK.07 /2020 tcntang 

Tata Caro PcnyaJuran Dana Aloknsi Umwn Tambahan Tahun 

Anggaran 2020; 

41 Peraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 20 Tahun 2020 

tcnt.ang PcrcepaUUl Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Linglrungan Pemerint.a.h Docrah; 

42. Peraturan Mcnleri Keuangan Nomor 35/ PMK.07 /2020 

tentang Pengelolaan Transfer kc Deerah dan Dana Deso 

Tahun Anggaron 2020 dalam. rangka Pcnanganan Pandem1 

Corona Virus Desease 2019 (COVID- 19) dan/ atau 

Mengh.adap1 Ancaman yang Membahayukan Pcrekonomian 

Nasional, 

43. Pera.turan Menleri Keuangan Nomor 87 / PMK.07 / 2020 

u:ntang Pcngelolnan Dana lnsentiJDacrah Tambahan Tahun 

Anggara.n 2020, 
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44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 

tent.ang Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota 

Macliun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2009 Nomor 3/E); 

45. Pcraturan Dacrah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 

tenlang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kota Macliun Tahun 2011 Nomor 1/B) 

sebagaimana telah diubah dengan Pemturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubaban atas 

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Len tang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Dacrah 

Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 7 /BJ; 

46. Pcraturan Dacrah Kot.a Macliun Nomor 03 Tahun 2011 

tenlang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2011 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan 

Pcraturan Daerah Kola Madiun Nomor 24 Tahun 2017 

tem . .ang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanab (Lembaran 

Daerah Kota Macliun Tahun 2017 Nomor 8/B); 

47. Peraru.ran Daerah Kot.a Madiun Nomor 04 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pema.kaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor I /C) sebagaimana 

t.elah cliubah dengan Peraturan Daerah Kola Madiun 

Nomor 17 Tahun 20 l 8 1.entang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 201J tentang 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lt:mbaran Daerah 

Kot.a Madiun Tahun 2018 Nomor 9/B); 

48. Peraturan Daerab Kota Macliun Nomor 08 Tahun 2011 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kot.a Madiun Tahun 2011 Nomor 4 / E) ; 

49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2011 

tenlang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daemb Kota 

Madiun Tahun 2011 Nomor4/E); 
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50. Pcraturan Daerah Kola Madiun Nomor 23 Tabun 2011 

ten1ang Pajak Dacrah (Lembaran Dac:rah Kota Madiun 

Tahun 201 I Nomor 3/B) sebagaimana telab diubab dengan 

Peraturan Dacrab Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mad.um 

Nomor 23 Tahun 20 I I ten tang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 9 /8); 

51. Peraturan Daerah Kola Madiun Nomor 24 Tahun 2011 

reatang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran 

Daerah Kota Madiua Tahun 2011 Nomor4/B) sebagaimana 

teJah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 

26 Tabun 2017 rentang Perubaban aras Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunaa Perkotaan (Lcmbaran Daerah Kot.a Madiun Tahun 

2017 Nomor 10/B): 

52. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun '2012 

ten tang Bantuan Keuangan Kepada Parlai Politik (Lembaran 

Dae.rah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E); 

53. Peraturan Daerah Kota Maditlil Nomor 08 Tahun 2013 

tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran 

Daerah Kota MacUun Tahun 2014 Nomor 2/E), 

54. Peraruran Daerah Kota Madillil Nomor 3 Tahun 2016 ten tang 

Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lcmbaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor I /CJ; 

55. Peraru.ran Dacrab Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 ten tang 

Pedoman Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 20 I 7 Nomor 6/D, Tambahan 

Lcmbaran Dacrah Kota Madiun Nomor 40); 

56. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administrallf Pimp1nan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran 

Dacrab Kata Madiun Tahun 2017 Nomor 14/ D); 

57. Pcraturaa Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tabun 2019 

tcntang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kola 

Madiun Tabun 2019 Nomor 13/D); 
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58. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 

Lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kot.a Madiun Tabun 2019 

Nomor 3/A); 

59. Peratu.ran Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapa.tan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 

Kota Macliun Tahun 2020 Nomor 1/A); 

Dengan Persetajuan Beraama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADWN 

dao 

WALIKOTA MADIUN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHA.N ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH TABUN A.NOGA.RAN 

2020. 

Pasall 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. L.278. 162.719.205,00 

berkurang sejumlah Rp. 63.938.439.465, 19 sehingga menjadi 

Rp. l.214.224.279.739,81 dengan rincian sebagai berikut : 

a . Pendapatan 

1. Se-muJa 

2. (Berkurang) 

Jumlah Pendapatan Setelan 

Perubaban 

b. BelanJa 

Rp. l .056.906.304.600,00 

(Rp. 66.331 .637 .57 4 .001 

Rp. 990.574.666.426,00 

l. Semula Rp.l.278.162.719.205,00 

2 . (Berkurang) (Rp. 63.938.439.465.19) 

Jumlah Belanja Setclah Perubahan Rp. 1.214.224.279. 739,81 

(Defisit) Setelab Perubahao (Rp. 223.649.613.313,8 l) 
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C. Pembiayaan 

I. Pencrimaan Pcm biayaan 

a) Scmula Rp. 221.256.415.205,00 

b) Bertambah R!;!. 2.393.198.108,81 

Jumlah Penerimaan Setelah 

Perubahan Rp. 223.649.613.313,81 

2. Pcngeluaran Pembiayaan 

a) Semula Rp. 00,00 

b) Bertambah R12. 00,00 

Jumlah Pengeluaran Setelah 

Perubahan Rp. 00,00 

JumJah Pembiayaan Netto 

Secelah Perubahan Rp. 223.649.613.313,81 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00 

Paaal 2 

( 1) Pendapatan sebagaimana dimaksud daJam PasaJ I huruJ a 

rerd.iri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

l) Semula Rp. 235.504.941.000,00 

2) (Berkurang) (Rp. 12. 739.057 .574,00) 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 

Setelah Perubahan Rp. 222.765.883.426,00 

b. Dana Perimbangan 

J) Semula 

2) (Berkurang) 

Jumlab Dana Perimbangan 

Setelah Perubahan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah Setelah 

Perubahan 

Rp. 671.425.330.000,00 

IRp. 61.712.869.000,00 

Rp. 609.712.461.000,00 

Rp. 149.976.033.000,00 

Rp. 8.120.289.000,00 

Rp. 158.096.322.000,00 
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(2) Pendapalan AsU Daerah sebagaunana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan . 

a . Pajak Daerah 

l) SemuJa 

2) (Berkurang) 

Jumlah Pajak Daerah Setelah 

Perubahan 

b. Retribusi Daerah 

1) Semula 

2) (Berkurang) 

Jumlah Retribusi Daerah 

Setelah Perubahan 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerab Yang Dipisahkan 

I) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang 

Rp. 85.000.000.000,00 

(Rp. 8.650.000.000.00} 

Rp. 76.350.000.000,00 

Rp. 18.762.439.600,00 

(Rp. 2.894.780.600,00J 

Rp. 15.867.659.000,00 

Rp. 14.934.446.400,00 

Rp. 158.009.026,00 

Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 15.092.455.426,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

VaogSah 

I) Semula Rp. l 16.808.055.000,00 

2) (Berkurang) (Rp. L.352.286.000.00) 

Jumlah Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah Yang Sah Setelah 

Peru bah an Rp. L 15.455. 769.000,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) 

huruf b terdiri dan jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

l) SemuJa Rp. 67.372.029.000,00 

2) (Berkurang) IRp. 6.653.049.000.00l 

Jumlah Dana Bagi Hasil 

Selelab Perubaban Rp. 60.718.980.000,00 
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b. Dana Aloknsi Umurn 

I) Semule 

2) Berkurang) 

Jumlah Dana Alokas1 Umum 

Seteleh Perubahon 

c. Dana Alok.asi Khusus 

IJ Semula 

2) (Berkurnng) 

Jumlah Dana Alokas1 Khusui; 

Setelah Pcrubahan 

Rp. 527.916.797.000,00 

(Rp. 51.781.124.000,00) 

Rp. 476.135.673.000,00 

Rp. 76.136.504.000.00 

(Rp. 3.278.696.000,001 

Rp. 72.857.808.000,00 

(4) Lain-lain Pcndapman naerah Yang Sah scbagaimana 

dimaksud pada ayat (I) hurur c 1erdiri dari jenis pcndapatan : 

a. Pendapatan H1bah 

J) Semula 

2) Benambah/ (Berkurang) 

Jumlah Pendapat.an Hibah 

Setelah Pcrubahen 

Rp. 19 399.600.000,00 

Rp. 0,00 

Rp. l 9 .399.600.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pcmerinlah Daerah Lainnyu 

I) Semula 

2) Bcrtambah/(Bcrkurang) 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak 

Selclah Perubahan 

Rp b4.366.614.000,00 

Rp. 0,00 

Rp 64 .366.614 .000,00 

c. Dana Penye~maiao dan Otonom1 

Khusus 

I) Scmula 

2l Benambah 

Jumlah Dana Pcnyesuaian 

dun OlOnomi Khusus Sctelah 

Perubahan 

Rp. 65.095.240.000,00 

Rp. 8.217 789.000,00 

Rp. 73.313.029.000,00 

d. Banluan Keuangan dari Provinsi 

atau Pemeriruoh Daerah Lamnya 

11 Scmuln Rp. l.114.579.000,00 

2) (Bcrkurang) (Rp. 97.500.000,001 

Jumlnh Banruan Keuangan clari 

Provms1 atuu Pcmcrintoh Daerah 

Lainnya Selclah Perubahan Rp. 1.017.079.000,00 
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(I) Belanja sebagaimana dimaksud daJam Pasal l 

huruf b tercU.ri dari : 

a . BelanJa Tidak Langsung 

1) Semula Rp. 464.944.240.577,00 

2) Bcrtambah Rp. 89.050.646.954.40 

Jumlah Belanja 1'idak. Langsung 

Selelah Perubahan Rp. 553.994.887.531,40 

b. Belanja Langsung 

1) Scmula 

2) (Berkurang) 

Jumlah Bclanja Langsung 

Setelah Perubahan 

Rp. 813.218.478.628,00 

(Rp. 152.989.086.419,59) 

Rp. 660.229.392.208,4 l 

(2) Belanja Tida.k Langsung sebagrumana di.maksud pada 

ayat (I) huruf a terdiri dari jenis belanja : 

a . Belanja Pegawai 

11 Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Belanja Pegawal 

Setelah Perubahan 

b. Belanja Sunga 

Rp. 424.570.731.577,00 

Rp. 4.117.130.814,56 

Rp. 428.687 .862.391 ,56 

I) Semula Rp. 0 ,00 

2) Bertambah/(Berkurang) .,.,R,.,P::....· _____ ..,,,0...,,0"'0 

Jumlah Belanja Bunga Setelah 

Perubahan Rp. 0 ,00 

c. Belanja SubsicU 

l) Semula Rp. 0,00 

2) Bertarnbah/(Berkurang) .,.,R,.,P::....· _____ _,,,0...,,0~0 

Jumlah Belaoja Subsidi SeLelah 

Perubahan 

d. BeJanja Hibah 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Belanja Hibah 

Setelab Perubahan 

Rp. 0 ,00 

Rp. 14 .862.390.500,00 

Rp. 1.283.095.000.00 

Rp. 16.145.485.000,00 
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e Bclanja Bantuan Sosial 

l) Semula Rp. 21.248.848.000,00 

2) (Berkurang) (Rp. 203.340.000,001 

Jumlah BclanJa Bantuan Sos,al 

Setclab Pcrubahen Rp. 21.045.508.000,00 

r. Bclanja Bagi Husil 

1) Scmula Rp. 0,00 

2) Bcruunbah/(Berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Bagi 1-lasil 

SetelaJ, Perubahan Rp. o.oo 
g. Belanja Banruan Keuangan 

I) Semula Rp. 700.062.000,00 

2) Bertambah/(Bc:rkurangJ Rp. 0,00 

.lumlah BelanJa Buntuan 

Keuangan Setelah Perubaha.n Rp. 700.062.000,00 

h. Bclanja Tidak Terduga 

I) Semula Rp. 3.562.209.000,00 

2) Bertambah Rp, 83.688.265. 139,84 

Jumlah Belanja T1dak Terduga 

Setelah Pcrubahan Rp. 87.250.474 139,84 

Bclanja Langsung sebagaimant1 dimaksud pada ayat [l) 

huruf b terd1ri dari jenis belanja 

n. Belanja Pegawai 

I} Semula Rp. 86 782.637 920,00 

2) (Bcrkurang) (Rp. 6.912.522.227,001 

Jumlah Bclanja PegaWIU 

Setelah Perubahan Rp. 79 870. 115.693,00 

b. BclnnJl'l Barang dan Jasa 

I I Semule Rp. 440.432.4 11 .684 ,00 

2) (Berkumng) (Rp. 6Q,86Q.§QQ, l~z.001 

Jumlnh Bc:lanja Barang dan Jasa 

Scteloh Perubahan Rp. 379.571.611.527,00 

c. Belanjo Modal 

1) Scmula Rp. 286.003 429 .024 ,00 

2) (Berkumng) (Rp. 85.332.095.535,591 

Jumlah BelanJa Modal 

Setelah Pt-rubahan Rp. 200.671.333.488,4 I 
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Pa.aal4 

( 1) Pembiayaan sc:bogaimana dimaksud dalam Pasal l hurur c 

terdin dari : 

a. Pcnerima.an Pcmbiayaan 

lJ Scmula 

2) Bert.am bnh 

Jumlah Penenmaan Sctela.h 

Peruba.han 

Rp. 221.256.415.205,00 

Rp. 2.393.198.108,81 

Rp. 223.649.613.313,81 

b . Pengeluaran Pembinyoo.n 

l} Semula Rp 

Rp. 

00,00 

00,00 2) Bertambah 

,JumJsb Pcnerimaan Sctclah 

Pcruba.ban Rp. 00,00 

12) Penerimaan sebagrumann d1mnksud padn ayat 11) huruf a 

tcrdiri danJenis pemb1ayaan : 

a Sisa Lebih Perhitungnn Anggarnn Tohun Anggaran 

Scbelumnya 

I J Scmula Rp. 221 256 415.205,00 

2) Bertambah Hp. 2.393. 198.108,81 

.Jumlah Sisa Lebih Perh1tungan 

Anggnran Tahun Anggarnn Sebelumnyn 

Sc:telah Perubaban Rp 223.649.613.313,81 

b. Pcncairan Dana Cadangao 

I) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah/ (Berkurang) Re, 0100 

Jumlah Pcncairan Dana 

Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00 

c. HasiJ PenJualan Kckayaan 

Duerah Yang Dipisahkan 

I I Scmuln Rp. 0.00 

2) Bcrtambah/ (Berkurang) RQ. 0,00 

Jumlah llasil Penjualan Kckayaan 

Daerah Yang Dlpisahkan Setclah 

Perubahan Rp. 0 ,00 
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d. Pcnerimaan Pm;aman Daernh 

1) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan Pinjaman 

Daerab Setelah Pcrubahan Rp. 0,00 

e . Penerimaan Kcmbali Pemberian Pinjaman 

1) Semula Rp. 0,00 

21 Bertambah/ (Be-rlru:rang) Rp. 0.00 

Jumlah Penerimoon KembaJ1 

Pembenan Pinjoman Setelab 

Perubahan Rp 0,00 

(. Penerimaao Piutang Daerah 

I I Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan Piutang 

Daerob Setelah Pcrubahan Rp 0,00 

(3) Pengeluaran sebagwmana dimaksud pnda ayat (J) hurur b 

terchn dari jenis pembiayuan ; 

a. Pembentukan Dona Codangan 

1) Semula Rp. 0,00 

2) Bcrtambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pembentukan Dana 

Cadangan SeLelah Pcrubahan Rp. 0,00 

b. Pcmbayaran Pokok Utang 

I I Semula Rp. 0,00 

2) Ben.ambah/{Berkurang) Rp. 0.00 
Jumlah Pembayaran Pokok 

Utang Sctelah Perubahon Rp. 0,00 

C. Pemberian Pinjaman Oaerah 

1) Semulo. Rp. 0,00 

2) Berlambnh/(Berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pinjaman Dacrah 

Setelab Pcrubahan Rp. 0,00 
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PasalS 

Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah 

sebagwmana tercancum dalam Lampiran dan merupakan bagien 

tidak terpisahkan dari Pera.turan Daerah ini, terdiri dari : 

l . Lampiran I Ringkasan Perubahan Aoggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah ; 

2. Lampiran ll Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapat.an 

dan Belanja Daerah menurul Urusan 

Pemerinlahan Daerah dan SKPD; 

3. Lampiran Ill Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah menurut Urusa.o 

Pemerintahan Daerah, SKPD, Pendnpalan, 

Belanja dan Pembiayaan ; 

4 . Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurul 

Urusan Pemeriniaban Daerah, SKPD, Program 

dan Kegiat.an ; 

5 . Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 

untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerinlahan Daerah dan Fungsi dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 

6 . Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per 

Golongan clan per Jabat.an ; 

7. Lamp1ran VII Laporan Kcuangan Pemerintah Daerah yang 

telah ditetapkan dengan Peraruran Daerah ; 

8 . Lampiran VIII DafLBr Kegiatan-kegiaLBn Tahun Anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

ctianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 

ini ; 

9 . Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal6 

( 1) Dalam keadaan darural, Pemerintah Daera.h dapat 

melakukan pcngeluaran yang belum tersectia anggarannya, 

yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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(2) Keadaan darurat sebagrum11na dunaksud pods oya1 (1) 

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai bertkut 

a. bukan merupakan kcgiat.an normal dari aktivitas 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

scbelumnya; 

b. udak diharapkan terjadi secarn berulang; 

c. borada di IL1ar kendaJj dan pengaruh Pemerintah 

Daerah; dan 

d. memiliki dampak yang s1gn1(i.kan lerhadnp nnggaran 

dalarn rangka pcmullhan yang discbabkan olch kcadaan 

darurat. 

(3) Pcndanaan kcaduan darural yang belum Lerscdia 

anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayai ( l I dapat 

mcnggunakan belo.nja Lidak lerduga. 

(4) OaJum hul bclanja tidak tcrduga tidu_k mencukup1 dapat 

clilakukan dengan cara; 

a. mcnggunakan dana dan has1I penJadwalan ulang capa1an 

target kinerja program dan kegiallln lo..innya dalam tahun 

nnggaran bcrJalan; dan/atau 

b. memanfaatkan uang kas yang ttrsedaa. 

(SJ Pcndanaan keadaan daruraL untuk kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayal (I) dirormulasikan terlebih dahulu 

daJam Rcncana Kerja dan Anggaran Saluan Kerja Pemngkul 

Daerah. 

(6) BelanJa kebutuhan t.anggap darurat Lllltuk kcgmtan 

seba.ga1mona dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan 

pcmbebanon langsung patla bclanja udak lerduga. 

(7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana 

dlmaksud pada ayal (8) digunakan hanya untuk pencarlan 

dan penyelamatan korban bencana, pcrtolongan darurat, 

evakuasi korbnn bencana, kebutuhan air bersih dan 

sanitasi, pangan, :;anda.ng. pelayanan keschat.an dan 

penampungan i;erta tempat hunian sementaro. 
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(8) Pengeluaran sebnpnnann d1maksud pads ayat [JJ 

termasuk belanJa unluk keperluan mcndesak yang 

kriterianya dltclapkan dalam Peraturan 0aemh Lentang 

Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 

{9) Krlteria belanJa unluk kcperluan mendesak ~bagaimana 

dimn.ksud pada. ayaL (5) meliputi: 

a . program dan kegiatan pelayunon dasar masyam.katyang 

anggarannyo bclum tersedio dalam tahun onggaran 

berjalan; dan 

b. kcperluan mcndcsak lainnya yang apabila dltunda akan 

menimbulkan kcrugian yang Jcbjh bcsar bagJ pcmcrintah 

daerah dan masyamkaL 

(10) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan 

kegiatan lainnya dalam lahun anggaran berjalan 

~bogaimnna dimaksud pada oyul ('IJ huruf a 

diformu lasikan Lerlcbih dabulu dolam Dokwnen 

Pclaksanaa.n Perubahan Anggaran Satuo..n Kerja Penmgkat 

Daemh 

(II} Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban belanja kcaduo.n darurat diatur 

dcngan Pcraturan Wohkota; 

(12) Oalam haJ keadaan darurat terjad1 i;etelah d1tetapkannya 

Pcrubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah, 

Pcmerinlah Oaeral, dnpat melakukan pengeluaran yang 

belum tersedia anggamnnya, da.n pengeluara.n terscbut 

disampaikan dalam laporon realLsasJ anggaran. 

( 13) Pelaksanaan pengcluamn untuk mendanru kegiacan doJam 

keadaan darurat sebagalmana dimaksud pada. ayat (5) 

terlcbih dahulu diatur dcngan Pcraturan Walikota 

Pua17 

Walikota Madiun mcnetapkan Pcrnturan Walikota tcntang 

PcnJobaran Pcrubnhn.n Anggarrui Penda.pruao don BelanJa 

Dacrah Tahun Anggoran 2020 scbogai landasan opcrasional 

pclak~aan dari Pcraturan Daerah ini. 
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